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 1 PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) mengamanahkan bahwa setiap 
warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan pasal 
tersebut. Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa 
diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang 
bermutu diperlukan biaya yang memadai. Oleh karena itu setiap peserta didik pada 
satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka 
yang memiliki potensi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi. 
Berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh pemeritah pusat dan 
pemeritah daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangaan. 
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan amanat 
peraturan perundang-undangaan tersebut dengan memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan 
berprestasi untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. 
Berbagai jenis beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah 
pusat untuk pendidikan tinggi program sarjana dan diploma yaitu Peningkatan 
Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi 
Akademik (BBP-PPA), akan tetapi beasiswa yang diberikan belum dapat 
memenuhi kebutuhan studi mahasiswa dan belum menjamin keberlangsungan studi 
mahasiswa hingga selesai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah 
melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud 
(sekarang Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kemenristekdikti) mulai tahun 2010 meluncurkan program bantuan bidikmisi 
dikhususkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Program bantuan bidikmisi 
disusun untuk memberikan kesempatan dan harapan kepada masyarakat yang 
kurang mampu dan memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai kemampuan 
dalam bidang akademik untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan hidup mahasiswa penerima program bantuan 
bidikmisi. Pada tahun 2012 kuota program bantuan bidikmisi diperuntukan kepada 
2.000 mahasiswa yang ada di PTS. Sasaran program bantuan bidikmisi adalah 
lulusan pada satuan pendidikan yaitu SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang 
sederajat yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik, 
dengan harapan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi dapat meningkat.  
Peningkatan dalam pemerataan akses ke perguruan tinggi sampai saat ini 
masih menjadi masalah di Negara kita, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) 
mencapai 33.66% artinya tingkat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih 
rendah dibandingkan dengan Negara yang sudah berkembang. Masih banyk lulusan 
jenjang pendidikan menengah tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 
termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara 
ekonomi. Berbagai macam beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang 
dikeluarkan oleh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia 
usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif 
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kecil jumlah/kuotanya, disamping itu penerima bantuan beasiswa biasanya 
mahasiswa yang sudah berada di semester 3 (tiga) ke atas. 
Menurut Afif (2015) pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting 
yaitu (1) Equality (persamaan) yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan dan (2) equity yaitu keadilan dalam memperoleh kesempatan 
pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok masyarakat. 
Bantuan bidikmisi pada awalnya, diatur dalam Peraturan Menteri yang 
dilaksanakan oleh PTN kini ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Dengan UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bidikmisi telah menjadi payung 
hukum yang kuat yang menjadi tanggung jawab Negara. Adapun peraturan 
perundang-undangan yang dijadikan landasan kebijakan dalam pemberian bantuan 
biaya pendidikan adalah :  
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c) dan Pasal 12 (1.d)  
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1) dan pasal (2) 
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)   
(4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Bidikmisi. 
Menurut Diaz (2014) program bantuan bidikmisi diluncurkan pada tahun 
2010 dalam rangka program seratus hari kabinet Indonesia bersatu ke-2. Bantuan 
biaya pendidikan diperuntukan bagi lulusan SMA/SMK/MA yang berprestasi dari 
keluarga tidak mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, 
mencangkup biaya pendidikan dan biaya hidup.  
Sejak tahun 2010-2016 tercatat lebih dari 352.703 mahasiswa yang telah 
menerima bantuan program bidikmisi sehingga dapat melanjutkan pendidikan di 
berbagai Perguruan Tinggi Negeri ternama. Disamping itu sejak tahun 2012 
pemerintah telah menyalurkan bantuan bidikmisi melalui Perguruan Tinggi Swasta 
dan sampai dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 87 ribu. Kuota penerima program 
bidikmisi Nasional salama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1  Kuota penerimaan program bantuan bidikmisi nasional tahun 2012-2016 
No Tahun Kuota  
Nasional 
Pendaftar 
Nasional 
Penerima 
Nasional* 
Kuota kopertis 
Wilayah XII 
1 2010 20.000 54.385 18.185 0 
2 2011 30.000 94.762 27.866 0 
3 2012 42.000 153.834 41.760 207 
4 2013 62.000 239.438 61.156 330 
5 2014 65.000 323.259 62.755 269 
6 2015 70.000 372.000 66.559 308 
7 2016 75.000 416.428 74.422 689 
 Total 364.000 1.654.106 352.703 1.779 
Sumber: Ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan ristek dikti (2016) 
*Bahana Belmawa (2017) 
Dari gambaran Tabel 1 penerima program bantuan bidikmisi secara nasional, 
implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai 
target yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima nasional sebesar 
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21.4% dari pendaftar nasional. Walaupun dari tahun ke tahun kuota program 
bantuan bidikmisi secara nasional mengalami peningkatan. 
Menurut Afif (2015), bahwa implementasi penyelenggaraan bidikmisi 
seharusnya dilanjutkan dengan pembentukan organisasi pelaksana, mulai dari 
penyelenggara, pengelola pusat, dan pengelola pada tahap perguruan tinggi. 
Dilanjutkan dengan persyaratan dan kuota, pendanaan, mekanisme seleksi 
termasuk sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan supervisi, pelaporan dan 
pelayanan pengaduan masyarakat. Proses implementasi tersebut harus diatur 
dengan jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Semua itu berlangsung 
sebagai satu kesatuan sehingga implementasi kebijakan program bantuan bidikmisi 
dalam konteks pemerataan pendidikan dapat disaksikan seperti yang ada dan 
dirasakan saat ini.  
Permasalahan yang ada pada PTS selaku pelaksanaan program bantuan 
bidikmisi ialah kurangnya pengontrolan dan evaluasi dari pimpinan PTS atau 
bagian akademik dan seksi kemahasiswaan Kopertis Wilayah XII terhadap 
mahasiswa penerima bantuan bidikmisi. Pengontrolan dan evaluasi harus dilakukan 
tiap semester agar dapat memberikan motivasi demi meningkatkan prestasi belajar 
yang dipresentasikan dengan IPK dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 
Keterlambatan verifikasi dan penetapan oleh PTS, keterlambatan pelaporan hasil 
study (IPK) mahasiswa penerima bidikmisi oleh PTS acapkali terjadi. Oleh karena 
itu diharapkan kepada pimpinan PTS dan Kopertis Wilayah XII dapat melakukan 
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga program bidikmisi tersebut dapat 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat 
Waktu. Mahasiswa penerima program bidikmisi diharapkan mampu menjalankan 
amanah pemerintah dengan sebaik-baiknya dan harus mempertanggung jawabkan 
dengan mengikuti aturan serta menunjukkan prestasi yang baik dalam bidang 
akademik. 
PTS sebagai pihak penyelenggara program bantuan bidikmisi menjadi ujung 
tombak dalam keberhasilan program bantuan bidikmisi secara nasional. Sehingga 
dituntut untuk dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi pada 
mahasiswa penerima program bantun bidikmisi dan memberikan pelayanan terbaik 
kepada calon penerima program bantun bidikmisi. 
 
 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan yang terjadi pada mahasiswa penerima program bidikmisi sebagai 
berikut: 
(1) Bagaimana manfaat program bantuan bidikmisi yang diberikan kepada 
mahasiswa di Kopertis Wilayah XII. 
(2) Bagaimana pengaruh pemberian program bidikmisi terhadap prestasi 
mahasiswa pada bidang intra kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler. 
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Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan 
di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
(1) Mengkaji manfaat program bantuan bidikmisi yang diberikan di Kopertis 
Wilayah XII. 
(2) Menganalisis pengaruh pemberian program bantuan bidikmisi terhadap 
keberhasilan studi mahasiswa. 
 
 
Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Kopertis Wilayah XII 
dan bagi perguruan tinggi swasta pada khususnya:  
(1) Sebagai rujukan bagi pemerintah tentang keberlangsungan program bantuan 
bidikmisi bagi mahasiswa yang ada di PTS. 
(2) Sebagai bahan masukan bagi Kopertis Wilayah XII dalam implementasi 
kebijakan tentang pemberian bantuan bidikmisi. 
(3) Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kopertis Wilayah XII dalam 
melaksanakan program bantuan bidikmisi. 
(4) Sebagai bahan masukan kepada PTS dalam menjalankan program bantuan 
bidikmisi. 
(5) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain untuk memusatkan studi penelitian 
pada aspek lain pada masa yang akan datang. 
 
 
Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian difokuskan pada mahasiswa penerima program 
bantuan bidikmisi selaku responden yang ada pada perguruan tinggi swasta 
Kopertis Wilayah XII tahun 2013-2015. 
 
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Perilaku 
Efendi (2008) perubahan dalam perilaku seseorang sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respons atau perubahan pada kemampuan mahasisa 
dalam berperilaku dengan cara yang baru. Menurut Thordike dalam Efendi (2008) 
salah satu pendiri teori perilaku mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses 
interaksi antara stimulus (pikiran, perasaan atau gerakan) dan respons, perubahan 
perilaku berwujud yang konkret (dapat diamati) dan non konkret (tidak dapat 
dimati).  
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